
3. Undang-Undang ... 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

1950 tentang 

Besar Dalam Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan 

ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 

ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan W ali Kota ten tang 

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan; 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun Mengingat 

Menimbang 

WALi KOTA TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALi KOTA TEGAL 

NOMOR 11.A TAHUN 2020 

TENT ANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

WALi KOTA TEGAL 

PROVINS! JAWA TENGAH 

[ SALINAN] 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang 
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

10. Peraturan ... 
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7. Kepala ... 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W ali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tegal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kota Tegal. 

3. W ali Kota adalah W ali Kota Tegal. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 

Sekretaris Daerah Kota Tegal. 
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan di bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan 

pelayanan terpadu satu pintu. 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 

DAN NONPERIZINAN. 

MEMUTUSKAN 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956). 
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Menetapkan 



(2) Kewenangan ... 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

Pasal 3 

( 1) W ali Kota memberikan pendelegasian kewenangan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

kepada Kepala Dinas. 

Pasal 2 

Tujuan pendelegasian wewenang adalah untuk: 

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bidang 

Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat; 

b. memperpendek proses pelayanan; dan 
c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, 

murah, transparan, pasti, dan terjangkau. 

7. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

memimpin Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekda. 

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah 

atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 

fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 

kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non 

Perizinan dari Kepala Daerah kepada Kepala DPMPT8P 

Dinas, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi 

wewenang. 
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BAB ... 

BAB III 

PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 
Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan 
Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab 

Perangkat Daerah teknis terkait, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Kewenangan sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) 
rneliputi: 

a. penetapan standar pelayanan perizman dan 

nonperizinan; 

b. penerirnaan dan pernrosesan perrnohonan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

c. penolakan perrnohonan pelayanan perizman dan 

nonperizinan yang tidak mernenuhi persyaratan 

standar pelayanan dan/ a tau tidak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

d. penandatanganan dokumen perizman dan 

nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan; 

e. penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan; 

f. pencabutan dokumen perizinan dan nonperizinan 

yang telah diterbitkan apabila tidak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan/ atau setelah 

mendapatkan usulan atau rekomendasi dari perangkat 

daerah teknis terkait. 

(3) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

( 4) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. 

(5) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas 

bertanggung jawab secara administratif, sedangkan 

tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah 

teknis terkait. 
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Pembina 
NIP 19700705 199003 1 003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BA(HAN HU UM, 

JO HARDI 
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 11.A 

ttd 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal 27 April 2020 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 

DEDY YON SUPRIYONO 

ttd 

Ditetapkan di Tegal 
pada tanggal 27 April 2020 

WALI KOTA TEGAL, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan W ali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tegal. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
Peraturan W ali kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BABN 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 
(1) Segala bentuk Perizinan dan Nonperizinan yang telah 

terbit sebelum Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap 
berlaku sampai dengan berakhimya masa berlaku izin dan 
nonizin, untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan 
Wali Kota ini. 

(2) Norma, standar, prosedur dan kriteria tentang perizinan 
dan nonperizinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

- 6 - 


